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FERATURAN WALIKGTA SERANG

NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAR DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGCARAN 2013

WALIKOTA SERANG

bahwa memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2013, perhu ditetapkan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2013;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 - Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang .............._.
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 39
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lenlang
Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4748);

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubilik
Indonesia Nomor 5234);

.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga
atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

13. PeratUurar cveeveeeceeenranens
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tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

IaTaYa)

.Peraturan Pemeriniah Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
{(Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun 200
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 4578 3

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 45853);

JPeraturan  Pomcrintah Nomor 72 Tahun 2005

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 4583j.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
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tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahain Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);
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.Peraturan Pemerintah Nomor Iy Tahun 2011

tentanng Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 5219);

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
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2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 508);

O S

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun
2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Serang Tahun 2008 Nomor 6);

Peraluran Daerah Kola Serang Nomor 4 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang
{Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor
4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun
2008 Nomor 7);
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. Peraturan Daeran Kota Serang Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota
Serang Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Serang Nomor 39);

29.Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun

2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah

Kota Serang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 49);

30. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun
2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas
Daerah Kota Serang;

J1.Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah

Kota Serang Tahun 2012 Nomor 13);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

1. Pendapatan :

a. Pendapatan asli daerah Rp. 51.694.448.534,00
b. Dana perimbangan Rp. 592.357.901.692,00
c. Lain-lain pendapatan Rp. 95.388.189.000,00
daerah yang sah
Jumlah Pendapatan Rp.739.440,539.226,00
2. Belanja :
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja pegawai Rp. 348.815.604.540,00
2) Belanja bunga Rp. 0,00
3) Belanja subsidi Rp. 0,00
4) Belanja hibah Rp. 43.750.750.000,00
5} Belanja bantuan sosial Rp. 2.150.000.000,00
6) Belanja bagi hasil Rp. 0,00
7} Belanja bantuan Rp. 8.948.200.000,00
keuangan

8) Belanja tidak terduga Rp. 1.244.490.000,00
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1} Belanja pegawai Rp. 57.433.979.476,00

2} Belanja barangdan R 161.365.238.€15,00
jasa

3) Belanja modal Rp. 121.732.276.595,00

Jumlah Belanja
Surplus/ (Defisit)

Rp. 340.531.494.686,00

Rp. 745.440.539.226,00
Rp.
(6.000.000.000,00)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

Rp. ©.000.C00.000,00
b. Pengeluaran Rp. 0,00
Pembiayaan Netto Rp. ©.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00
Pasal 2
Ringkasan Penjabaran APBD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih
lanjut dalam Lampiran T Peraturan Walikota ini,

Pasal 4
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Lsailar Tidina poiicriiiig, alamat PCiCriiiia Garn ocsarail hibah Sebagaima_na
dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota
ini.

Pacal 5

Daftar nama penerima, alarnat penerima dan besaran bantuan sosial
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran IV
Peraturan Walikota ini.

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan
g

Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Aaalrd Sm

Walikota ini.
Pasal 7

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan
kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Pasal 8
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 26 Desember 2012

WALIKCTA SERANG,

K

.HAERUL JAMAR
Diundangkan di Serang

pada tanggal 26 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

EERITA DAERAY KOTA SERANG TAHUR 20123
NOMOR 35



